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ABSTRACT 

This research was attemped to resolve the implementation of Covid-19 medical waste management 
policies in Mataram, Nusa Tenggara Barat. The research entitled “The Politics of Covid-19 Medical 
Waste Management in Mataram, NTB in 2020-2021” observed the role of political actors at 
executive and legislative institutions in successing the implementation of the policies. However, the 
theory applied in analyzing this research is Rational Choice Theory by James S Coleman. Rational 
Choice Theory focused on the efforts of political actors in establishing the policies with the 
reinforcements of entire available resources to succeed the implementation of the policies. 
Moreover, the research method was descriptive qualitative by obtaining primary and secondary 
data. The data were obtain by interviews and related literature reviews. Further more, the results of 
the research showed that the roles of political actors at Public Health Office Mataram, Environment 
Department Mataram, Environment Department Mataram, and DPRD Commission V in 
implementing the policies were considered to be improved. Otherwise, the numbers of budget fund 
allocation, infrastructure development, waste transportation service, and incinerators were 
considered to be increased and optimized in order to accomplish the implementation of Covid-19 
medical waste management policies run successfully. 

Key Words: Covid Medical Waste Management Policy, Role of Political Actors, Rational Choice 
Theory 

 

1. PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) pada 

situs resminya menjelaskan Corona Virus 

Dissease/Covid-19 adalah salah satu dari 

keluarga besar varian virus yang dapat 

menjangkiti manusia dan juga hewan (who.int, 

2019). Virus Covid-19 atau yang dikenal 

dalam bahasa medis SARS-CoV-2 pertama 

kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di 

Negara China. Klaster pertama mencatat 

bahwa infeksi Covid-19  terdeteksi di pasar 

hewan dan makanan laut di wilayah Kota 

Wuhan. Pada tahun 2021 virus ini pun 

menyebar secara cepat ke seluruh dunia. 

Tercatat sebanyak 178 juta kasus 

terkonfirmasi dan 3,9 juta diantaranya 

meninggal dunia. 

Virus ini menjangkiti manusia dengan cara 

masuk dan menginefksi saluran pernafasan. 

Penyakit yang seringkali ditemui sebagai gejala 

awal adalah mirip dengan flu biasa hingga 

penyakit dengan gejala akut seperti Middle 

East Respiratory Syndrome (MERS) dan 

Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS). 

Gejala yang dialami oleh pasien yang terjangkit 

adalah seperti demam, kelelahan, dan batuk 

kering. Pada beberapa pasien juga dapat 

mengalami pilek, hidung tersumbat sakit 

tenggorokan dan diare. Gejala tersebut bersifat 

ringan dan biasanya terjadi secara bertahap. 
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Sekitar 1 dari 6 pasien yang terjangkit umunya 

mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas 

dengan baik. 

Kasus terpapar pertama Covid-19 di 

Indonesia terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. 

Terdapat dua pasien yang terpapar saat itu, 

diantaranya berjenis kelamin perempuan, 

masing-masing berusia 31 dan 64 tahun yang 

diumumkan oleh Presiden Jokowi.. 

Terpaparnya dua pasien tersebut disinyalir 

pertama kali terjadi di klub dansa yang 

berlokasi di Jakarta. Pada saat itu, perempuan 

yang berusia 31 tahun itu bertemu dengan WN 

Jepang yang sedang berkunjung ke tempat 

tersebut pada tanggal 14 Februari 2020 lalu. 

Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah 

sinyal, bahwasannya virus Covid-19 telah 

masuk ke Indonesia (news.detik.com, 2020).  

Pada saat pertama kali diumumkan orang 

pertama yang terkonfirmasi terpapar oleh 

Covid-19. Jumlah kasus tercatat sebanyak 

5.847.900 masyarakat Indonesia telah terpapar 

Covid-19. Data tersebut dirilis per tanggal 10 

Maret 2022 mengutip dari Kawal Covid-19. Id. 

Data ini bukanlah angka yang kecil dan harus 

menjadi perhatian serius oleh pemerintah. 

Karena dalam 2 tahun, virus ini ternyata sangat 

cepat dalam menginfeksi masyarakat dengan 

jumlah sebesar itu (kawalcovid19.id, 2022).  

Di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 

35.829 kasus terkonfirmasi Covid-19. Jika 

dilihat dalam perinciannya, maka Kota 

Mataram adalah daerah yang memiliki kasus 

positif tertinggi.di NTB. Kasus positif di wilayah 

tersebut tercatat sebanyak 9.435 jiwa. Pada 

posisi kedua disusul oleh Kabupaten Lombok 

Barat sebesar 4894 jiwa. Terakhir diurutan 

terbawah yakni Kabupaten Lombok Utara 

dengan total positif 718 jiwa 

(corona.ntbprov.go.id, 2022).  

Virus Covid-19 tidak hanya memberikan 

dampak buruk pada manusia, namun virus ini 

juga sangat berpengaruh terhadap 

keseimbangan ekosistem alam. Dampak buruk 

virus ini terhadap ekosistem alam adalah 

limbah hasil penanganan pasien Covid. Limbah 

yang dihasilkan tersebut jika tidak ditangani 

dengan baik, maka menjadi permasalahan 

baru bagi pemerintah dan masyarakat. Virus ini 

secara persentase pasien yang terpapar 

memang tidak sebanyak pada saat awal 

kemunculannya, namun kita juga harus 

mengetahui seberapa banyak limbah medis 

pasien Covid-19 yang telah dikelola dengan 

baik dan yang masih menjadi permasalahan. 

Dalam laporan berita pada platform media 

massa online, terdapat banyak limbah medis 

yang ditemukan berserakan di daratan serta 

lautan tanpa adanya penanganan yang baik 

dan benar dari dinas terkait (kompas.tv, 2022). 

Menurut Departemen kesehatan RI 2001, 

yang termasuk kedalam limbah medis adalah 

limbah yang bersumber dari perawatan gigi, 

farmasi, penelitian, pengobatan, perawatan 

atau pendidikan yang menggunakan sarana 

serta alat yang tergolong kedalam bahan yang 

beracun, infeksius, berbahaya atau 

membahayakan (Departemen Kesehatan RI, 

2001). Pengelolaan limbah medis juga tidak 
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dapat disamakan dengan pengelolaan limbah 

rumah tangga biasa, karena hal ini akan 

berimbas pada setiap orang yang melakukan 

kontak dengan limbah tersebut. Oleh 

karenanya, diperlukan prosedur atau tahapan 

pengelolaan terhadap limbah ini sesuai dengan 

(Pedoman Sanitasi Rumah Sakit). Limbah 

yang termasuk kedalam jenis limbah padat 

rumah sakit adalah limbah dari rumah sakit 

yang berbentuk padat. Limbah padat terdiri dari 

limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda 

tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah 

kimiawi, limbah radio aktif, limbah kontainer 

bertekanan, dan limbah dengan kandungan 

logam berat yang tinggi (Kepmenkes, 2004). 

Limbah medis di Indonesia yang termasuk 

kedalam limbah B3 dalam pengelolaannya 

diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 101 

Tahun 2014 terkait pengelolaan limbah 

berbahaya dan beracun. Peraturan tersebut 

dikeluarkan karena zat yang terdapat di dalam 

limbah B3 medis memiliki zat yang bersifat  

menginfeksi. Zat tersebut bersumber dari 

kegiatan pelayanan kesehatan yang terdapat di 

RS, Klinik, dan fasilitas kesehatan yang 

pengelolaannya tidak boleh digabungkan 

dengan limbah lainnya. Limbah tersebut 

berupa alat hasil penanganan medis serta sisa 

santapan. Limbah medis B3 memiliki beberapa 

jenis diantaranya adalah seperti limbah 

patologis, limbah kimia, limbah farmasi, limbah 

infeksius, limbah logam berat, dan limbah 

kemasan bertekanan.  

Limbah yang dihasilkan dari penanganan 

pasien Covid-19 termasuk ke dalam limbah 

infeksius. Hal ini karena dalam limbah tersebut 

telah terkontaminasi dengan organisme 

patogen yang tidak banyak ditemukan di 

lingkungan sekitar. Organisme yang terdapat 

dalam limbah tersebut terbilang cukup untuk 

menularkan penyakit pada manusia yang 

rentan. Beberapa jenis limbah infeksius dari 

hasil penanganan pasien Covid-19 seperti 

sarung tangan bekas, set infus bekas, alat 

suntik, tisu bekas, perban, plastik/kertas bekas 

makanan dan minuman, masker dan juga 

bekas alat pelindung diri. Limbah-limbah 

tersebut harus mendapatkan penanganan 

khusus dalam pengelolaannya..  

Sumber limbah B3 Covid-19 menurut 

Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yakni seperti 

laboratorium kesehatan, pusat kesehatan 

masyarakat, klinik pelayanan kesehatan, 

rumah sakit, dan lainnya. Limbah medis Covid 

juga dapat bersumber dari tempat lainnya 

seperti lokasi karantina pasien Covid-19. 

Lokasi tersebut meliputi rumah tinggal, 

apartemen, hotel, wisma, dan uji deteksi Covid-

19 , serta areal vaksinasi Covid-19. Hal inilah 

yang kemudian menjadi ancaman serius bagi 

mahluk hidup serta lingkungan sekitar, 

dikarenakan limbah medis tersebut bersifat 

infeksius (menular) yang mana akan 

berdampak negatif bagi para pihak yang 

terlibat dalam proses penanganan limbah 

tersebut. Limbah tersebut juga terus menerus 

mengalami peningkatan, seiring dengan hasil 

dari kegiatan pemeriksaan dan juga 

penanganan pasien terpapar Covid-19 di 
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berbagai pusat fasilitas pelayanan kesehatan 

serta tempat karantina 

Pada awal pandemi, sebanyak 6.417,95 

Ton timbunan limbah medis Covid-19 yang 

tercatat masuk ke Indonesia. Data tersebut di 

catat oleh KLHK RI selama Maret 2020 hingga 

awal Februari 2021 (Republika.co.id,2021). 

Limbah medis tersebut juga mengalami 

peningkatan dengan adanya program vaksinasi 

massal yang dilakukan oleh pemerintah. 

Pemerintah telah memesan sebanyak 329,5 

juta dosis vaksin Covid-19. Limbah yang 

tergolong dan berpotensi menjadi limbah baru 

antara lain adalah jarum suntik seberat 1gr, 

kemasan vaksin yang berdosis 2,5ml seberat 

10gr/botol serta kemasan berbentuk spuit 

dengan berat yang sama (Liputan6.com,2021). 

Limbah medis Covid di NTB secara 

keseluruhan berjumlah sebanyak 89.842 kg 

yang dihasilkan selama delapan bulan terakhir 

pada 2021, sesuai dengan data yang 

didapatkan dari Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. 

Menurut Ir. Madani Mukrom, B.Sc.F., M.Si., 

selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (DLHK) NTB, bahwa limbah medis 

di NTB secara keseluruhan berjumlah diantara 

6-7 ton per hari (Suarantb, 2021). Penulis 

memilih wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebagai objek penelitian 

karena Kota Mataram merupakan Ibu Kota 

NTB, yang dimana terdapat banyak aktifitas 

perkantoran serta jual beli terjadi di wilayah itu. 

Pernyataan tersebut terbukti dengan data yang 

telah dipaparkan diatas, bahwa Kota Mataram 

merupakan daerah di NTB dengan catatan 

kasus Covid-19 tertinggi. Hal ini pun pada 

akhirnya berkaitan dengan banyaknya limbah 

medis Covid-19  yang dihasilkan dibanding 

dengan daerah lain di NTB. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Adapun beberapa penelitian terdahulu 

yang telah melakukan penelitian terkait 

kebijakan pengelolaan limbah medis, yakni:  

Penelitian yang dilakukan oleh Tubagus 

(2021) membahas mengenai peran Pemerintah 

Provinsi Lampung dalam pengelolaan limbah 

medis B3 covid. Penelitian tersebut mengacu 

pada Surat Edaran dari KLHK tentang tata cara 

pengelolaan limbah medis. Tubagus 

melakukan penelitian di Dinas Kesehatan dan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 

Penelitian tersebut lebih condong dengan 

melihat aspek hukum yang mana di dalam 

penelitiannya berisikan berbagai peraturan 

perundang-undangan. Tubagus menuliskan 

bahwa terdapat sebanyak 7 juta Ton limbah 

medis yang dihasilkan oleh provinsi tersebut 

dalam rentang bulan Maret hingga Mei 2020 

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurliza 

Fatimah dan Tri Sulistyaningsih (2021) terkait 

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

limbah medis akibat covid-19. Peneliti pada 

survei awalnya menuliskan bahwa salah satu 

limbah medis yang ditimbulkan akibat covid 

adalah masker dan juga apd yang dikenakan 

oleh nakes. Mereka mengatakan jika masker 

dan juga apd yang hanya sekali pakai akan 

menyumbang limbah medis yang semakin 
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besar selain berbagai macam limbah yang 

dihasilkan dari para pasie covid. Peneliti 

menuliskan bahwa limbah medis bukan hanya 

berasal dari para pasien yang dirawat di rumah 

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan saja, 

namun juga limbah berasal dari masyarakat 

umum yang mengenakan masker dan juga alat 

pelindung diri lainnya. Oleh karenanya, perlu 

adanya sebuah kebijakan yang dapat menjadi 

acuan dalam pengelolaan limbah medis ini 

agar dapat memutus rantai penyebaran covid.  

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh 

Candra Nugraha ini membahas tentang 

tinjauan kebijakan pengelolaan limbah medis 

Covid-19. Ia menuliskan terdapat lima 

kebijakan dari pemerintah pusat dan dua 

kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi 

Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut 

mengenai pengelolaan limbah infeksius ini. 

Dalam penelitiannya ia menuliskan terkait 

pentingnya pengelolaan limbah medis covid 

sesuai dengan regulasi yang berlaku, karena 

hal ini akan berhubungan dengan pemutusan 

penyebaran rantai covid melalui media limbah. 

Candra akan mengulas kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait 

pengelolaan llimbah infeksius ini mulai dari 

tahap pemilahan sampai dengan penimbunan 

atau pemusnahan.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan 

oleh Coleman. Dalam teori ini dengan jelas 

dalam gagasan dasarnya dikatakan bahwa 

tindakan pereseorangan atau individu 

mengarah pada sebuah tujuan dan maksud. 

Tujuan tersebut telah ditentukan oleh nilai dan 

preferensi (pilihan) dari masing-masing 

individu. Coleman mengatakan diperlukannya 

konsep yang tepat terkait aktor rasional. Aktor 

rasional tersebut haruslah mampu memilih 

tindakan yang dapat memaksimalkan 

kegunaan maupun kebutuhan serta keinginan 

individu maupun kelompok. Perlunya seorang 

aktor yang mampu mengambil keputusan  

terbaik yang dapat membawa dampak positif 

bagi kelompoknya.  

Terdapat dua unsur utama dalam teori 

Coleman, yakni adanya sumber daya dan 

aktor. Sumber daya merupakan sebuah 

potensi yang ada dan juga dimiliki oleh 

seseorang atau kelompok. Sumber daya ini 

nantinya dapat berbentuk sumber daya alam 

serta sumber daya manusia yang mana 

berasal dari kemampuan individu itu sendiri. 

Sedangkan aktor adalah individu yang 

melakukan tindakan. Aktor dalam konteks ini 

dikatakan sebagai individu yang bertindak 

dalam memanfaatkan dan mengelola sumber 

daya yang telah tersedia dengan baik. 

Aktor yang dimaksud dalam teori ini dibagi 

menjadi dua ranah. Ranah pertama adalah 

eksekutif dan kedua adalah ranah legislatif. 

Aktor yang terlibat dalam ranah eksekutif  

khususnya dalam pengelolaan limbah medis ini 

adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia, Dinas 

Kesehatan Kota Mataram yang membawahi 

rumah sakit dan fasilitas kesehatan, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 
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NTB yang menjadi pelaksana kebijakan serta 

pemaksimalan dari insinerator. Aktor legislative 

disini adalah Komisi V DPRD Provinsi NTB 

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 

Pemberdayaan Perempuan. Aktor-aktor 

tersebut bertugas sebagai pelaksana dan 

pengawas dalam menyukseskan kebijakan ini. 

Unsur kedua setelah aktor adalah sumber 

daya. Sumber daya yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sebuah insinerator. 

Insinerator tersebut telah diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi 

NTB pada 2021. Insinerator tersebut dapat 

mengelola limbah medis sebanyak 300kg/jam 

Sumber daya berupa insinerator hasil 

pemberian dari pemerintah pusat ini, nantinya 

diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengelolaan limbah medis Covid-19. 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penellitian 

ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Creswell 

(2016) penelitian kualitatif merupakan sebuah 

penelitian yang mencoba menelaah serta 

memahami arti atau makna dari sebuah 

fenomena masalah sosial yang terjadi di dalam 

kelompok. Dengan menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif, peneliti dapat secara 

mendalam untuk mengetahui bagaimana 

efektifitas dari kebijakan pengelolaan limbah 

medis Covid-19 di Kota Mataram dengan telah 

diberikannya alat pengolahan limbah 

(insinerator) oleh pemerintah pusat. Penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan berupa 

studi kasus. . 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota 

Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Bertempat pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kota Mataram dan Provinsi NTB, 

Dinas Kesehatan Kota Mataram, dan Komisi V 

DPRD Provinsi NTB. Terkait waktu 

pengambilan data, penelitian ini akan dimulai 

pada Bulan Juli hingga September 2022.  

Pada penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data menggunakan sumber 

data primer dan sekunder, yang didapat dari 

hasil wawancara dan studi pustaka. Peneliti 

membagi informan kedalam dua ranah dalam 

teknik penelitian ini. yakni dari ranah eksekuif 

dan legislatif. Ranah eksekutif berasal dari 

Dinas Kesehatan Kota Mataram dan juga 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, dan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB. Ranah 

legislatif disini adalah Komisi V DPRD Provinsi 

NTB. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kasus Covid pertama kali terdeteksi di 

Kota Mataram pada 2 Mei 2020. Virus tersebut 

menjangkiti pasien anak-anak dan balita. 

Pasien anak-anak berusia 10 Tahun dan balita 

usia 3 Tahun. Kedua pasien berasal dari 

Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan 

Ampenan, Kota Mataram, NTB. Hasil dari 

investigasi bahwa pasien tidak pernah 

melakukan perjalanan ke wilayah  terjangkit. 

Dari adanya pasien anak-anak dan balita 

tersebut, menjadi awal mula terdeteksinya 

kasus Covid di Kota Mataram (kanalNTB.com, 

2020).  
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Berdasarkan kasus Covid pertama yang 

terdeteksi di Kota Mataram tersebut, pasien 

terjangkit virus ini terus mengalami kenaikan. 

Pada 21 April 2020, virus Covid yang 

menjangkiti warga di wilayah Kota Mataram 

tercatat sebanyak 34 pasien. Dengan rincian 28 

pasien dalam perawatan, 4 pasien sembuh, dan 

2 pasien meninggal dunia 

(lombokpost.jawapost.com, 2020). Sampai 

dengan saat ini, sesuai data yang dikeluarkan 

oleh Kemenkes pada 20 Oktober 2022 terkait 

catatan kasus Covid di NTB. Kota Mataram 

masih mencatat kasus tertinggi mingguan Covid 

di Wilayah NTB dengan angka 1,5 jiwa per 100 

ribu penduduk (katadata.co.id, 2022).  

Pemerintah Kota Mataram oleh karenanya 

mengambil berbagai langkah guna percepatan 

penanganan Covid. Langkah pertama adalah 

penanganan kesehatan, kedua membuat Jaring 

Pengaman Sosial (JPS), dan terakhir 

pemberian stimulus ekonomi. Langkah pertama 

dalam penanganan kesehatan dilakukan oleh 

Pemkot Mataram berupa penyediaan ruang 

isolasi di RSUD Kota Mataram. RSUD Provinsi 

NTB , dan RS Unram. Selain itu Pemkot juga 

melakukan Contact Tracking terhadap 

masyarakat yang melakukan kontak dengan 

pasien Covid. Langkah kedua dan ketiga yang 

dilakukan oleh Pemkot adalah pemberian 

bantuan sosial melalui program JPS dan 

sekaligus menjadi stimulus ekonomi 

(mataramkota.go.id, 2020). 

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

Covid selain kesehatan dan juga perekonomian, 

adalah berupa limbah hasil penanganan pasien 

Covid. Limbah tersebut tergolong kedalam 

limbah infekisus. Limbah infeksius haruslah 

ditangani dengan berhati-hati dan 

menggunakan APD. Limbah medis hasil 

penanganan pasien tersebut harus dikelola 

dengan baik dan benar sesuai aturan..Oleh 

karenanya pemerintah merespon nya dengan 

mengeluarkan kebijakan terkait permasalahan 

ini.  

Kebijakan pengelolaan limbah medis 

Covid-19 merupakan salah satu kebijakan yang 

diimplementasikan pada seluruh provinsi di 

Indonesia. Kebijakan pengelolaan limbah medis 

tersebut tertuang dalam surat edaran dari 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia No. 

SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang 

pengelolaan limbah infeksius (Limbah B3) dan 

sampah rumah tangga dari penanganan corona 

virus disease (Covid-19). Merujuk kepada  surat 

edaran diatas, maka Provinsi NTB meresponnya 

dengan mengeluarkan surat edaran No : 

660/148/DISLHK/2020 tentang pengelolaan 

limbah B3 infeksius dari penanganan Covid-19. 

Berpedoman pada surat edaran tersebut, maka 

Kota Mataram melakukan pengelolaan limbah 

medis Covid sesuai dengan peraturan yang ada. 

4.1 Peran Aktor Politik (DLHK) NTB 

Berdasarkan data limbah medis Covid di 

Wilayah Kota Mataram yang didapatkan dari 

wawancara bersama sataff DLHK Provinsi NTB. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa limbah medis 

mengalami kenaikan pada periode Tahun 2020-

2021. Limbah medis pada tahun 2020 jika 
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ditotalkan berjumlah 44.776,6 kg dan pada tahun 

2021 mengalami peningkatan dengan total 

97.359,83 kg. Peningkatan limbah medis yang 

terjadi dalam kurun waktu satu tahun berjumlah 

sebesar 52.583,23 Kg. Salah satu faktor 

terjadinya peningkatan limbah ini dipengaruhi 

karena lonjakan kasus covid yang terjadi pada 

Tahun 2020 hingga 2021. Data limbah medis 

yang berasal dari RS di wilayah Kota Mataram 

tersebut dalam pengelolaannya masih 

bekerjasama dengan para pihak ketiga, 

diantaranya adalah PT. Putra Restu Ibu Abadi, 

PT. Wastec dan PT. Artama Sentosa Indonesia.  

Limbah total yang telah dikelola oleh 

DisLHK NTB pada Tahun 2020 sebesar 49.126 

kg dari jumlah keseluruhan sebanyak 

138.242.80 kg dengan sisa limbah adalah 

89.116,8 kg. Pada tahun 2022 limbah medis 

yang telah dikelola DLHK berjumlah 65.963,76 

kg dari jumlah total keseluruhan limbah 

sebanyak 286.304, 04 dan tersisa sebanyak 

220.340,28  kg. Dari data yang sudah 

dipaparkan diatas, maka peran aktor DLHK disini 

harus lebih kembali bekerja keras dalam 

melakukan pengoptimalan pengelolaan limbah di 

rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pemaksimalan dalam percepatan pembangunan 

sarana prasarana dan juga mengalokasikan 

anggaran yang tepat untuk pengelolaan limbah 

medis ini masih menjadi pekerjaan rumah yang 

harus cepat ditangani oleh DLHK. Para stake 

holder atau aktor pendukung dilapangan seperti 

pemerintah provinsi juga berperan penting dalam 

implementasi dari kebijakan ini, karena dengan 

sinergi yang dibangun antar stake holder di 

pemerintahan, maka pengelolaan limbah medis 

ini akan tertangani dengan baik. 

4.2 Peran Aktor Politik (Dinas Lingkungan 

Hidup) Kota Mataram  

DLHK Kota Mataram memberikan 

evaluasi terkait pengelolaan limbah ini setelah 

melakukan berbagai Upaya dan adanya kendala 

yang dihadapi. DLHK Kota Mataram 

memberikan evaluasi yang baik terkait dengan 

standar kelayakan untuk pihak ketiga selaku 

pengangkut limbah medis Covid rumah sakit. 

Pihak Ketiga tersebut dinilai sudah bekerja 

dengan baik karena memenuhi semua instruksi 

yang telah diarahkan DLHK. Standar kelayakan 

untuk tempat penyimpanan limbah mendapatkan 

evaluasi yang baik, karena setiap 3 dan 6 bulan 

sekali pihak rumah sakit dan fasynakes harus 

mengirimkan laporan kepada DLHK Kota 

Mataram. Laporan tersebut kemudian diverifikasi 

serta ditindaklanjuti kebenarannya ke lapangan. 

Dalam melakukan peninjauan ke lapangan, 

mereka bersama-sama dengan Dinas 

Kesehatan, Pol PP , pihak kecamatan dan 

kelurahan. 

Hasil data temuan dilapangan setelah 

melakukan wawancara dengan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Mataram adalah DLHK 

Kota Mataram masih belum mampu untuk 

melakukan pengelolaan llimbah medis Covid 

secara langsung yang berasal dari rumah sakit 

di Kota Mataram. Hal ini dikarenakan DLHK Kota 

Mataram tidak memiliki insinerator dan juga 

keterbatasan alat pengangkut limbah, oleh 

karenanya DLHK Kota Mataram masih belum 
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dapat untuk mengakomodir penanganan 

sampah medis dari rs serta fasyankes yang 

berada di wilayah Kota Mataram. 

4.3 Peran Aktor Politik (Dinas Kesehatan) 

Kota Mataram  

Dikes Kota Mataram sesuai dengan 

pedoman dari Kemenkes, semenjak covid 

mereka melakukan monitoring dan evaluasi 

dengan Kemenkes via zoom meeting. Pada 

Monev tersebut, Dikes Kota Mataram 

menyampaikan hasil kinerja mereka terkait 

penanganan limbah medis Covid. Pada Monev 

itu juga mereka diberikan bimbingan terkait 

bagaimana cara penanganan limbah medis. 

Penanganan tersebut menginformasikan cara 

pemberian labeling terhadap limbah Covid. 

Pemberian arahan untuk pengemasan 

limbahnya, seperti limbah infeksius, patologi, 

dan anatomi dikemas menggunakan warna 

kuning pucat, limbah organic berwarna hitam, 

dan untuk limbah B3 atau sangat infeksius 

memiliki warna kuning cerah 

Dikes Kota Mataram juga melakukan 

kolaborasi dalam upaya penanganan 

pengelolaan limbah medis Covid ini . Kolaborasi 

tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan 

Dinas Lingkungan Hidup dan lingkup kelurahan 

di wilayah Kota Mataram. Hal ini dilakukan 

karena pada saat pandemi terdapat beberapa 

tempat isolasi yang berada di wilayah Kota 

mataram yang menyebabkan timbulan limbah.  

Langkah ini dilakukan oleh Dikes Kota agar 

limbah hasil dari penanganan pasien Covid tidak 

tercecer. Dinas Kesehatan Kota Mataram juga 

menyampaikan terkait penanganan pengelolaan 

limbah melalui media sosial dan juga pihak 

puskesmas sebagai perpanjangan tangan 

mereka dengan memberikan brosur terkait 

penanganan Covid dan limbah medis Covid. 

Dikes Kota Mataram setelah melakukan 

berbagai upaya dalam penanganan limbah ini 

masih saja menemukan kendala. Kendala 

pertama yang dihadapi Dikes Kota Mataram 

adalah terkait pemusnahan limbah. Dikes Kota 

Mataram masih belum dapat melakukan 

pemusnahan limbab secara langsung, Hal ini 

karena insinerator yang dimiliki oleh mereka 

tidak memiliki izin .Insinerator tersebut sudah 

dimiliki oleh Dikes Kota Mataram sebelum 

pandemi. Izin tersebut terkendala karena 

insinerator tersebut tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan oleh KLHK. 

 Kendala lainnya adalah lahan yang 

terbatas untuk proses pemusnahanan 

menggunakan insinerator. Dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Terdapat aturan terkait radius untuk penempatan 

insinerator harus berada sejauh 100m diluar dari 

pemukiman. Hal ini menjadi kendala untuk  

penempatan insinerator tersebut karena wilayah 

di Kota Mataram sangat padat dan sediki 

tersedianya lahan kosong. Pada akhirnya, para 

penghasil limbah tersebut menggunakan pihak 

ketiga yang sudah berizin untuk mengangkut 

dan memusnahkan limbah. 

Evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota 

Mataram dalam penerapan kebijakan ini cukup 
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terbilang berhasil. Kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah pusat dapat menjadi pedoman 

dalam penanganan limbah medis Covid di 

fasyankes  Dikes mengatakan bahwa kebijakan 

dari KLHK dan pedoman Kemenkes sudah 

memuat peraturan yang runtut mulai dari 

pencegahan penularan hingga pemusnahan 

limbah. Upaya dan kendala yang dihadapi dalam 

penerapan kebijakan ini mampu untuk membuat 

Dikes Kota Mataram cukup berhasil dalam 

penanganan limbah ini. Kolaborasi bersama 

instansi dan kelurahan di wilayah Kota Mataram 

juga merupakan salah satu aspek keberhasilan 

penerapan kebijakan ini. 

4.4 Peran Aktor Politik (DPRD) Provinsi NTB  

Analisis Peran aktor legislatif (DPRD 

Provinsi NTB) dalam melakukan pengawasan 

dan evaluasi terhadap kebijakan ini sudah 

terbilang baik. DPRD telah melaksanakan fungsi 

pengawasan dan anggaran dengan baik dalam 

pelaksanaan kebijakan ini.. Peran aktor legislatif 

dalam hal ini adalah salah satunya dengan 

mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

bersama eksekutif. Pengawasan juga dilakukan 

DPRD secara langsung kepada rumah sakit dan 

fasyankes terkait kebenaran data yang di 

sampaikan oleh eksekutif pada saat RDP. Oleh 

karenannya DPRD NTB menilai bahwa lembaga 

eksekutif sudah melaksanakan kebijakan ini 

dengan baik. 

Kesimpulan dari analisis hasil temuan 

menggunakan teori rational choice dari James S. 

Coleman terkait pelaksanaan kebijakan ini sudah 

cukup baik. Peran aktor politik seperti Dinas 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan serta 

DPRD Provinsi NTB telah memanfaatkan 

dengan baik kekuasaan yang dimiliki dalam 

pelaksanaan kebijakan ini. Lembaga-lembaga 

tersebut telah melakukan berbagai macam 

upaya dan kolaborasi seperti pengawasan, 

pemberian arahan, penyediaan alat, penyedian 

TPS dan lain sebagainya. Kendala terkait 

sumber daya pendukung seperti alat pengolahan 

limbah dan transportasi pengangkutan harus 

lebih diperhatikan kembali dan menjadi catatan. 

Oleh karenannya penciptaan kebijakan dan 

pemaksimalan aktor dalam penggunaan 

kekuasaan dapat dikaktakan telah berjalan baik, 

namun untuk sumber daya pendukung harus 

lebih ditingkatkan agar kebijakan ini berjalan 

maksimal. 

5. KESIMPULAN 

 

Limbah medis Covid merupakan hal yang 

harus segera ditangani dan mendapatkan 

penanganan dengan  tepat. Pengelolaan limbah 

medis yang dilakukan dengan benar dapat 

menjadi salah satu rantai pemutus penyebaran 

dari virus Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan 

limbah medis Covid menjadi salah satu langkah 

solutif untuk menangani permasalahan limbah 

ini. Dengan adanya kebijakan pengelolaan 

limbah medis Covid ini, maka turut serta dalam 

menjaga kebersihan lingkungan dan menjamin 

hak hidup sehat untuk masyarakat. Pengelolaan 

dari limbah medis Covid ini dapat dilakukan 

dengan beberapa tahapan, yakni dari tahap 
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penyimpanan pengangkutan, dan juga 

pemusnahan.  

Aktor yang terlibat dalam penerapan 

kebijakan pengelolaan limbah medis Covid ini 

adalah dari lembaga eksekutif dan juga legislatif. 

Lembaga eksekutif yang berperan dalam hal ini 

berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas 

Kesehatan Kota Mataram. Lembaga legislatif 

disini adalah DPRD Provinsi NTB selaku 

pengawas dan memberikan evaluasi dalam 

penerapan kebijakan ini. Peran dari para actor 

tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya yang 

mereka telah lakukan dalam pengelolaan limbah 

medis Covid ini. Lembaga-lembaga tersebut 

saling bersinergi dalam menyukseskan 

pelaksananan kebijakan ini.  

 

5.1 SARAN 

 

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan 

Hidup selaku pelaksana kebijakan pengolahan 

limbah medis Covid haruslah lebih bekerja 

keras. Penambahan penyediaan transportasi 

pengangkut limbah dan insinerator dapat 

dilakukan guna meyukseskan penerapan 

kebiijakan ini. Melalui penyediaan kedua hal 

tersebut, limbah medis Covid yang berada di 

wilayah Kota Mataram diharapkan dapat dikelola 

oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD harus lebih ditingkatkan 

kembali, agar permasalahan limbah medis ini 

dapat cepat teratasi .Karena limbah medis Covid 

menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan 

dan mahluk hidup. 
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